
 
  

 
 

PEMERINTAH KOTA SURABAYA 
SALINAN 
 

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA 
NOMOR  5 TAHUN 2007 

 
TENTANG 

 
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2006 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA SURABAYA, 
 
 

Menimbang :  a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2006, 
perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah; 

 
                         b. bahwa hasil perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah; 

 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a 

dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perhitungan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006. 

  
 
Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah 

Kota  Besar  dalam  Lingkungan  Propinsi  Jawa  Timur/Jawa 
Tengah/Jawa  Barat  dan  Daerah   Istimewa  Yogyakarta   sebagaimana  
telah  diubah dengan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  1965 
(Lembaran  Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 2730); 

 
2. Undang-Undang   Nomor   12   Tahun  1985 tentang  Pajak  Bumi dan 

Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 
Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569); 

 
3. Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  1997  tentang  Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 
Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 
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4. Undang-Undang   Nomor   21   Tahun   1997  tentang  Bea   Perolehan 
Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun   1997   Nomor   
44  Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran 
Negara Tahun 2000 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3988); 

 
5. Undang-Undang Nomor  28 Tahun  1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3851); 

 
6. Undang-Undang   Nomor   25  Tahun 2000  tentang Program                  

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 

 
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan   Negara 

(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4286); 

 
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4355);  

 
9. Undang-Undang  Nomor  10  Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 
53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 

 
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 

 
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah  

(Lembaran  Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor  8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548); 

 
12. Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4438); 

 
13. Peraturan   Pemerintah  Nomor 109  Tahun  2000  tentang   Kedudukan 

Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 2000 Nomor 210 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028); 

 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65  Tahun  2001  tentang   Pajak Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4138);   

 
15. Peraturan   Pemerintah    Nomor    66    Tahun  2001  tentang   Retribusi 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4139); 
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16. Peraturan  Pemerintah   Nomor   24    Tahun   2004    tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah ketiga kali 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran 
Negara Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4712); 

 
17. Peraturan    Pemerintah    Nomor   54    Tahun   2005    tentang Pinjaman 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136 Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4574); 

 
18. Peraturan    Pemerintah    Nomor    55    Tahun   2005    tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4575); 

 
19. Peraturan    Pemerintah    Nomor    58    Tahun   2005    tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 
140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 

 
20. Peraturan    Pemerintah    Nomor    79   Tahun   2005    tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4593); 

 
21. Peraturan    Pemerintah    Nomor    3    Tahun   2007    tentang Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, 
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
Kepada Masyarakat  (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693); 

 
22. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2005 tentang Dana Alokasi Umum 

Propinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2006; 
 
23. Keputusan  Menteri   Dalam  Negeri   Nomor  29  Tahun  2002 tentang 

Pedoman  Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan 
Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan 
Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

 
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 
 
25. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2003 tentang 

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 3/A); 

 
26. Peraturan  Daerah   Kota  Surabaya  Nomor   8   Tahun  2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 
2004 Nomor 3/A) sebagaimana telah diubah  ketiga kali terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kota Surabaya  Nomor 4 Tahun 2007 (Lembaran 
Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 4); 

 
 


